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KATA PENGANTAR  

 

 Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan di bidang  

pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Jawa Timur secara transparan 

dan akuntabel, maka telah diterapkan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan 

terukur melalui Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja 

serta Laporan Kinerja pada setiap akhir tahun anggaran.  

 Adapun maksud dan tujuan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan 

gambaran yang konkret dan menyeluruh tentang hasil pelaksanaan kegiatan 

pembangunan di bidang pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang 

menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi 

Jawa Timur. Seperti halnya penyusunan di tahun-tahun sebelumnya, Laporan Kinerja 

tahun 2018 ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014. 

  Kami menyadari adanya kekurangan dalam laporan ini. Oleh karena itu, kami 

berharap mendapat masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Laporan Kinerja 

untuk waktu yang akan datang.  Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat dan 

memberikan informasi serta dapat menjadi referensi untuk meningkatkan upaya 

pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terutama di Jawa Timur di masa 

yang akan datang. 

          

    Sidoarjo,       Februari  2019 

  

 



 

Laporan Kinerja Tahun 2018 
 

ii DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR 

IKHTISAR EKSEKUTIF  

 

Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2018 ini disusun untuk mengukur capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) yang membidangi urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengacu pada 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur. Laporan Kinerja merupakan 

salah satu unsur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Selain 

itu, laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pada masyarakat atas capaian 

kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur. Laporan  Kinerja 

ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders terkait atas capaian 

kinerja pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) yang telah dilakukan 

oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2018. 

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Provinsi Jawa Timur 2018 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menter Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 

telah menetapkan satu tujuan dan satu sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator 

kinerja beserta targetnya. Indikator kinerja dan capaiannya berdasarkan sasaran 

strategis pada akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut:  

 Pertumbuhan Koperasi Aktif, dengan capaian kinerja 118% ;  

 Jumlah Produk Koperasi dan UKM terstandarisasi, dengan capaian kinerja 260%;  

 Persentase pengajuan pembiayaan yang lulus verifikasi, dengan capaian kinerja 

132%; dan  
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 Kenaikan volume penjualan KUKM yang difasilitasi pemasarannya, dengan capaian 

kinerja 343%.  

  Dari sisi akuntabilitas keuangan, Belanja Langsung APBD Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM telah terealisasi sebesar 97,53  

persen pada tahun 2018. Dari uraian singkat di atas, maka secara umum dapat dikatakan 

bahwa pada tahun 2018, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur 

telah mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung 

pencapaian pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Meningkatkan kontribusi sektor-sektor 

unggulan Koperasi dan UKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.  

Demikian Laporan  Kinerja  Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur Tahun 

Anggaran 2018 ini disusun sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang 

utuh dan dituangkan dalam suatu sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

Keberadaan dan peran Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dalam menunjang 

kegiatan ekonomi masyarakat, terutama dalam mengerakkan sektor rill merupakan 

realitas dalam kegiatan ekonomi nasional yang sangat penting dan strategis. Hal ini 

terbukti oleh penguatan terhadap ekonomi skala kecil dan menengah dipandang menjadi 

salah satu prioritas yang harus dilakukan untuk menopang ekonomi nasional yang kuat, 

dan terciptanya fundamental ekonomi yang tangguh.  

Dalam pengembangannya, Koperasi dan UKM harus menjadi salah satu strategi 

utama pembangunan nasional yang pelaksanaannya diwujudkan secara sungguh - 

sungguh dengan komitmen bersama yang kuat serta didukung oleh upaya - upaya 

sistematis dan konseptual secara konsisten dan berkesinambungan dengan melibatkan 

semua pihak yang berkepentingan (baik pemerintah, Perguruan Tinggi, swasta, maupun 

masyarakat di tingkat nasional, regional, maupun lokal). 

Pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban untuk memberdayakan dan 

mendorong pengembangan Koperasi dan UKM. Hal tersebut tertuang dalam Undang – 

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Urusan Koperasi dan UKM termasuk ke dalam urusan pemerintahan wajib non pelayanan 

dasar. Untuk menindaklanjuti Undang – undang tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata kerja 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur. 

1.1 Struktur Organisasi 

  Secara umum, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur 

mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a.  perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 
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b.  pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 

c.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;  

d.  pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan  

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan 

fungsinya.  

 

Struktur organisasi dan Tugas Pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi 

Jawa Timur adalah sebagai berikut: 

(1) Kepala Dinas 

(2) Sekretariat, dengan tugas pokok merencanakan, melaksanakan, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, 

kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan 

masyarakat dan protokol. Membawahi: 

1.  Sub Bagian Tata Usaha; 

2.  Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan 

3.  Sub Bagian Keuangan. 

(3) Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, dengan tugas pokok melaksanakan 

pelayanan proses penyuluhan, pembentukan, pendirian dan perubahan anggaran 

dasar, serta pembubaran koperasi, pemberdayaan dan pengembangan 

standarisasi organisasi dan tatalaksana koperasi dan usaha kecil dan menengah, 

penyuluhan, fasilitasi advokasi dan hukum serta melakukan bimbingan 

pengawasan dan akuntabilitas koperasi, usaha kecil dan menengah. Membawahi: 

1.  Seksi Organisasi dan Tatalaksana; 

2.  Seksi Penyuluhan, Advokasi dan Hukum; dan 

3.  Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas. 

(4) Bidang  Produksi dan Restrukturisasi Usaha, dengan tugas pokok melaksanakan 

perumusan kebijakan, menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

kebijakan di bidang produksi di sektor riil, standardisasi produk, pemantauan, 

analisa, evaluasi dan pelaporan, serta melaksanakan kebijakan di bidang 

penyusunan strategi pengembangan usaha, pemetaan kondisi dan peluang usaha, 

pendampingan usaha, pengembangan dan penguatan usaha, perlindungan usaha, 
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dan pengembangan investasi usaha baru koperasi, usaha kecil dan menengah. 

Membawahi: 

1.  Seksi Produksi; 

2.  Seksi Pengembangan Usaha; dan 

3.  Seksi Restrukturisasi Usaha. 

(5) Bidang Pemasaran, dengan tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, 

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta monitoring, evaluasi dan 

pelaporan di bidang pemasaran produk. Membawahi: 

1.  Seksi Pengembangan Jaringan dan Kerjasama Pemasaran; 

2.  Seksi Fasilitasi Pengembangan Informasi dan Wirausaha; dan 

3.  Seksi Promosi.   

(6) Bidang Pembiayaan, dengan tugas pokok melakukan fasilitasi permodalan, 

pengembangan usaha simpan pinjam konvensional dan syariah, serta pembiayaan 

dan jasa keuangan koperasi dan usaha kecil dan menengah. Membawahi: 

1.  Seksi Fasilitasi Permodalan; 

2.  Seksi Usaha Simpan Pinjam; dan 

3.  Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan. 

(7) UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelatihan, bimbingan dan konsultasi, 

penelitian / kajian untuk mengembangkan sumber daya manusia KUKM, 

ketatausahaan dan pelayanan kepada masyarakat. Membawahi: 

1. Sub bagian Tata Usaha;  

2. Sub bagian Penyelenggaraan Pelatihan; serta  

3. Sub bagian Pengembangan Pelatihan. 
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1.2 Isu – Isu Strategis 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memegang peranan penting, baik ditinjau 

dari segi jumlah usaha (establishment) maupun dari segi penciptaan lapangan kerja. 

Berdasarkan data BPS Tahun 2018 (Triwulan III) Jawa Timur mengalami pertumbuhan 

ekonomi sebesar 5,48% yang berarti lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi 

nasional yang hanya mencapai 5,17%. Berdasarkan data Sensus Ekonomi BPS Tahun 

2016, jumlah UMKM di Jawa Timur adalah sebanyak 12,1 juta unit yang terdiri dari 

Usaha Mikro sebanyak 11.500.649 unit (94,8%), Usaha Kecil 566.688 Unit (4,67%) dan 

Usaha Menengah sebanyak 38.137 Unit (0,31%), dengan keseluruhan penyerapan 

tenaga kerja sebanyak 18,94 juta orang. 

Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi menetapkan arah strategi 

pembangunan Jawa Timur dengan menjadikan Koperasi dan UMKM sebagai tulang 

punggung. Terdapat beberapa hal yang melatarbelakanginya antara lain: 

1. Kontribusi UMKM terhadap PDRB Jawa Timur mencapai 57,52%.  

2. Jumlah Koperasi di Jawa Timur tahun 2018 adalah sebanyak 34.156 unit, dengan 

koperasi aktif sebanyak 24.422 unit atau 71,5% dan Jumlah UMKM 12,1 Juta.  

3. Dari sisi serapan tenaga kerja; berdasarkan Sensus Ekonomi 2016 penyerapan 

tenaga kerja UMKM di Jawa Timur sebesar 18,94 juta orang. 

Di sisi lain, KUMKM masih perlu pembinaan secara intensif sehingga dapat 

menguasai pasar baik pasar domestik, nasional, maupun internasional. Oleh karena itu, 

dilakukan identifikasi permasalahan: 

a. Sektor produksi: Produktivitas Koperasi  dan UKM masih dinyatakan rendah, 

sehingga akan menyebabkan skala yang dikelola terutama skala mikro dan kecil 

belum layak secara ekonomi. Dengan demikian perlu dilakukan pemberdayaan usaha 

mikro dan kecil melalui berbagai kegiatan yang menunjang pengembangan 

usahanya. Kegiatan pemberdayaan antara lain peningkatan kapasitas pengelola 

usaha kecil dan menengah melalui bimbingan, pelatihan dan pendampingan dalam 

pengelolaan usahanya melalui wadah badan hukum Koperasi untuk memperkuat 

posisinya serta memperkuat kerjasama antar koperasi. Meningkatkan ketrampilan 
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SDM KUMKM melalui magang, pelatihan di BDC (Business Development Centre), 

diklat serta meningkatkan tampilan kemasan produk melalui inkubator.  

b. Sektor Pembiayaan: Usaha mikro dan kecil menghadapi masalah dalam peningkatan 

kapasitas usahanya, yaitu kurang tersedia collateral apabila akan memperoleh 

pinjaman / pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan. Dengan 

demikian perlu dikembangan skim-skim pembiayaan yang membantu usaha mikro 

dan kecil, yaitu pembiayaan dengan pola syari’ah, di samping itu perlu dilakukan 

pendampingan dalam pemanfaatan pembiayaan tersebut. Selain itu, pembinaan 

dilakukan pula melalui Program peningkatan akses permodalan melalui “program 

dana bergulir” dengan bunga 4-6% yang dititipkan ke Bank UMKM dan program loan 

agreement dengan skema kredit melalui BPR dengan bunga 9%. Hal ini sejalan 

dengan program Kementrian Koperasi dan UKM RI melalui program KUR yang ada di 

Bank Mandiri, Bank BRI juga memiliki program penyaluran kredit dengan bunga 9%.  

c. Sektor pemasaran: di era Revolusi Industri 4.0, diperkenalkan pendekatan 

pemasaran yang mengkombinasikan interaksi online dan interaksi offline antara 

pelaku usaha dengan pelanggan. Di era ekonomi digital, interaksi digital saja tidaklah 

cukup. Kenyataannya, justru di saat dunia online berkembang, sentuhan offline 

menjadi titik diferensiasi yang kuat. Marketing di era Revolusi Industri 4.0 juga 

mengembangkan konektivitas machine-to-machine dan artificial intelligence dalam 

rangka mendongkrak produktivitas. Tetapi, itu harus diimbangi dengan 

pengembangkan konektivitas human-to-human. Intinya, pengembangan teknologi 

tidak berhenti pada teknologi itu sendiri, tapi bagaimana teknologi ini membantu 

merek dalam memanusiakan relasi dengan para pelanggannya. Upaya yang bisa 

dilakukan adalah melalui penetrasi pasar melalui offline dan online. Dari sisi offline 

dengan kegiatan pameran, temu bisnis, business matching, membuka trading center 

di luar negeri serta Kantor Perwakilan Dagang (KPD). Sedangkan dari sisi online 

memiliki program pelatihan pemasaran melalui IT dan adanya sistem e-commerce. 
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BAB  II 

PERENCANAAN  KINERJA 

 

  Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien 

serta dapat mengintegrasikan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan Tujuan dan Sasaran 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur menyusun 

sebuah Proses Bisnis dengan harapan dapat melihat potensi yang ada sehingga 

mendapatkan solusi yang lebih terarah. 

2.1  Proses Bisnis Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur 

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta 

Proses Bisnis Instansi Pemerintah, maka Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur 

memiliki kewajiban untuk menyusun peta proses bisnis untuk menunjang tujuan beserta 

indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun maksud dari penyusunan 

proses bisnis ini adalah sebagai acuan OPD dalam melaksanakan tujuan, sasaran, dan 

strategi organisasi. Sedangkan tujuan dari penyusunan proses bisnis ini bagi OPD adalah: 

a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien; 

b. mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai 

proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan 

c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara 

rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. 

Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait 

pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. 

Adapun manfaat dari adanya peta proses bisnis ini bagi OPD adalah: 

a. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses 

sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan 

b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam 

mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan. 

Berikut adalah peta proses bisnis pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur:
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Gambar 2.1 Input, Proses, dan Output Proses Bisnis Dinas Koperasi UKM Jawa Timur 

 



 

Laporan Kinerja Tahun 2018 
 

9 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR 

 

Gambar 2.2 Proses Bisnis Dalam Pencapaian Tujuan Dinas Koperasi UKM Jawa Timur 
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2.2  Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2014-2019 

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2018, Dinas 

Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Koperasi 

UKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019 (edisi Perubahan ) serta Penetapan Kinerja 

Tahun 2018. 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2014-2019 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan 

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2014-2019. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, sebagai satu 

kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan, ketika Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 telah dirubah, 

maka dilakukan pula perubahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.  

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 tersebut diharapkan menjadi dokumen 

perencanaan yang akuntabel dan implemantatif, guna membantu pencapaian tujuan 

pelaksanaan pembangunan urusan koperasi dan UKM serta memberikan kontribusinya 

terhadap pembangunan perekonomian kerakyatan di Provinsi Jawa Timur.  

Dalam penyusunan rencana strategis Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur 

berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019. Adapun visi 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jawa 

Timur adalah Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan, Mandiri dan 

Berdaya Saing. Sedangkan misinya yaitu Makin Mandiri dan Sejahtera bersama 

Wong Cilik. Dari misi tersebut, kemudian diterjemahkan dalam lima misi utama sebagai 

berikut : 

1. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan;  

2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing, 

Berbasis Agrobisnis / Agroindustri dan Industrialisasi;  
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3. Meningkatkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Penataan Ruang;  

4. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;  

5. Meningkatkan Kualitas Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial  

Selanjutnya Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur mendukung misi kedua yaitu Meningkatkan 

Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis 

Agrobisnis / Agroindustri dan Industrialisasi. Misi tersebut memiliki tujuan 

Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi dengan mengembangkan sektor-

sektor unggulan.  

 

2.2.1  Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 

      Arah kebijakan dalam RPJMD tersebut kemudian dijabarkan di tingkat OPD dalam 

rencana strategis Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019. Di 

dalamnya, ditetapkan pula tujuan dan sasaran Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur. 

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategis OPD merupakan strategi dan kebijakan 

untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi 

dan kebijakan daerah dan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.  

  Adapun tujuan Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur adalah Meningkatnya 

kontribusi sektor-sektor unggulan Koperasi dan UKM dalam mendukung pertumbuhan 

ekonomi. Lalu indikator tujuannya adalah Pertumbuhan omset koperasi dan UKM, 

yang mana indikator tersebut juga tertuang dalam indikator kinerja daerah urusan 

koperasi dan UKM pada Perubahan RPJMD tahun 2014-2019. Besarnya pertumbuhan 

omset tersebut dihitung dari selisih omset Koperasi dan UKM tahun yang dihitung 

dikurangi dengan tahun sebelumnya dibagi dengan omset Koperasi dan UKM tahun 

sebelumnya. 

  Sedangkan sasaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur adalah 

Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UKM. Untuk mengukur sasaran tersebut telah 

ditetapkan indikator sasaran yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas 

Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur. Indikator – indikator sasaran tersebut adalah:  
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1. Pertumbuhan koperasi aktif, dihitung dari Jumlah koperasi aktif pada tahun yang 

dihitung dikurangi dengan tahun sebelumnya dibagi dengan Jumlah koperasi aktif 

tahun sebelumnya. 

2. Jumlah produk Koperasi UKM terstandarisasi, dihitung dari Jumlah produk yang 

telah mendapatkan standardisasi dari instansi-instansi terkait yang berhak 

melakukan penilaian dan mengeluarkan standardisasi;  

3. Persentase pengajuan pembiayaan yang lulus verifikasi, yang merepresentasikan 

keberhasilan pembinaan dalam aspek pembiayaan sehingga Koperasi UKM berhasil 

untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan. 

4. Kenaikan volume penjualan KUKM yang difasilitasi pemasarannya, indikator ini 

hanya menghitung keberhasilan dalam aspek pemasaran produk Koperasi UKM, 

dihitung dari selisih volume penjualan KUKM binaan tahun ini dengan tahun 

sebelumnya dibagi dengan volume penjualan pada tahun sebelumnya. 

Tabel 2.1 berikut ini menunjukkan indikator dan target tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan.  

Tabel 2.1 

Matriks Tujuan, Sasaran, dan Indikator 

No Tujuan 
Indikator 

Tujuan 
Sasaran Indikator Sasaran 

1 Meningkatnya 
kontribusi 
sektor-sektor 
unggulan 
Koperasi dan 
UKM dalam 
mendukung 
pertumbuhan 
ekonomi 

Persentase 
Pertumbuhan 
Omset Koperasi 
dan UKM 

Meningkatnya 
Kualitas 
Koperasi dan 
UKM 

1. Pertumbuhan 
Koperasi Aktif  

2. Jumlah Produk 
Koperasi dan UKM 
terstandarisasi 

3. Persentase 
pengajuan 
pembiayaan yang 
lulus verifikasi 

4. Kenaikan volume 
penjualan KUKM yang 
difasilitasi 
pemasarannya 

  Dalam gambar 2.3 berikut akan dijabarkan hubungan keterkaitan antara indikator 

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan 

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur. 
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 Gambar 2.3 Keterkaitan RPJMD Provinsi Jawa Timur dengan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur 
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2.2.2  Perjanjian Kinerja Tahun 2018 

 Perjanjian Kinerja merupakan sebuah pernyataan komitmen pimpinan yang 

mempresentasikan janji dalam mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang 

waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan 

dibuatnya Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi 

dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan 

pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan / 

kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja 

sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. 

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2018 merupakan target kinerja tahun kedua dari renstra Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur 2014-2019 (edisi perubahan), yang memuat 

sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta anggaran. Di dalam Perjanjian 

Kinerja memuat rencana kinerja yang disertai targetnya. Adapun rencana kinerja tahun 

2018 beserta target tahun 2018 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama dan Target Tahun 2018 

SASARAN / 

OUTCOME / 

KINERJA UTAMA 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

PENJELASAN / ALASAN / 

FORMULASI PERHITUNGAN 
Target 

Meningkatnya 

Kualitas Koperasi 

dan UKM  

Pertumbuhan Koperasi 

Aktif 

{∑  koperasi aktif tahun n –  

∑  koperasi aktif tahun (n-1)} /   

∑  koperasi aktif tahun (n-1) x 100% 

 

*) Koperasi Skala Provinsi 

5 persen 

Jumlah Produk Koperasi 

dan UKM terstandarisasi  

∑ Produk Koperasi dan UKM yang 

terstandarisasi 

10 produk 

Persentase pengajuan 

pembiayaan yang lulus 
verifikasi 

(∑ pengajuan pembiayaan yang lulus 

verifikasi lembaga keuangan /  

∑ pengajuan pembiayaan) x 100% 

55 persen 

Kenaikan volume 

penjualan KUKM yang 

difasilitasi 

pemasarannya  

(∑ volume penjualan KUKM binaan 

tahun n - ∑ volume penjualan KUKM 

binaan tahun (n-1) / ∑ volume 

penjualan KUKM 

binaan tahun (n-1) x 100%     

5 persen 
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 Untuk mewujudkan target yang tertuang dalam perjanjian kerja tersebut, 

didukung oleh 9 (sembilan) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan dengan total 

anggaran Belanja Langsung sebesar Rp69.688.601.918,00. Sebagaimana diilustrasikan 

dalam bentuk cascading pada bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Keterkaitan Sasaran, IKU, Program / Kegiatan, dan Anggaran 

Program Pembinaan dan Pengawasan 
Kelembagaan Koperasi dan UKM 

Total Anggaran: Rp11.233.620.000,00  

Terdiri atas 6 Kegiatan 

Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi 

Total Anggaran: Rp11.794.987.000,00  

Terdiri atas 5 Kegiatan 

Program Penguatan Produksi dan 
Restrukturisasi Usaha 

Total Anggaran: Rp14.013.763.600,00 

Terdiri atas 6 Kegiatan 

Program Peningkatan Akses Pembiayaan 
Koperasi UKM 

Total Anggaran: Rp9.040.419.800,00  

Terdiri atas 4 Kegiatan 

Program Pemasaran Produk Koperasi UKM 

Total Anggaran: Rp12.872.681.518,00 

Terdiri atas 4 Kegiatan 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.360.415.220,00 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.586.303.000,00 

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah 2.305.134.000,00 

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen 
Penyelenggaraan Pemerintahan 

3.481.277.780,00 

9 Kegiatan dari 4 Program Rutin yang dilaksanakan di Sekretariat, dengan Total Anggaran : 
Rp10.733.130.000,00 

Meningkatnya 
Kualitas 
Koperasi dan 
UKM 
 

Program Pemasaran Produk Koperasi UKM 

Kemitraan Usaha bagi Koperasi dan UKM 

Promosi Produk K-UKM Melalui Pameran Dalam dan Luar Negeri 

Penguatan Sarana Promosi Produk KUKM 

Fasilitasi Promosi bagi KUKM melalui Cooperative Trading House 

 Meningkatnya 
Kualitas Koperasi 
dan UKM 

Pertumbuhan 

Koperasi Aktif 
 

Pertumbuhan 

Koperasi Aktif 

Kenaikan volume 
penjualan KUKM 

yang difasilitasi 
pemasarannya 
 
Kenaikan volume 

penjualan KUKM 
yang difasilitasi 

pemasarannya 

Persentase 

pengajuan 

pembiayaan yang 
lulus verifikasi 
 
Persentase 
pengajuan 

pembiayaan yang 

lulus verifikasi 

Jumlah Produk 

Koperasi dan 

UKM 
terstandarisasi 
 

Jumlah Produk 
Koperasi dan 

UKM 

terstandarisasi 

Program Rutin 

pendukung 
keberhasilan 

Tujuan dan 

Sasaran 
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2.3  Strategi dan Program Prioritas  

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan 

Menengah Provinsi Jawa Timur mengambil konsep dari Jatimnomics Bapak Gubernur Jawa 

Timur, yang terdiri atas tiga pilar utama yaitu Peningkatan Basis Produksi, Perluasan Akses 

Pembiayaan, dan Pengembangan Pemasaran. Kemudian dari Jatimnomics tersebut 

dijabarkan ke dalam 5 (lima) Program Prioritas Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di 

Jawa Timur, dengan Fokus Peningkatan Kualitas dan Penguatan KUMKM Berbasis Syariah 

dan Digitalisasi. Kelima fokus tersebut yaitu Kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), 

Produksi, Permodalan, dan Pemasaran. 

 

 

 
Gambar 2.5 Uraian Program Prioritas Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di 

Jawa Timur 
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BAB   III 
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018 

 
 

3.1  Capaian Kinerja  

Berdasarkan hasil pengukuran keberhasilan Indikator Kinerja Utama, yang dihitung 

dari realisasi dibandingkan dengan target di awal tahun, dan dijabarkan dalam lima 

program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam 

rencana kerja tahun 2018, kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi 

Jawa Timur dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan koperasi dan UKM 

secara umum dapat dikatakan baik. Kondisi ini dapat dilihat melalui tabel pengukuran 

kinerja di bawah ini.  

Tabel 3. 1.  
Capaian Kinerja Tahun 2018 

 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 

 

TARGET 
 

 

REALISASI 
 

CAPAIAN 

(%) 

Meningkatnya 

Kualitas Koperasi 

dan UKM 

Pertumbuhan 

Koperasi Aktif 

5 persen 5,9 persen 118% 

Jumlah Produk 

Koperasi dan UKM 

terstandarisasi 

10 produk 26 produk 260% 

Persentase 

pengajuan 

pembiayaan yang 

lulus verifikasi 

55 persen 72,7 persen 132% 

Kenaikan volume 

penjualan KUKM 

yang difasilitasi 

pemasarannya 

5 persen 17,14 persen 343% 

 

3.2    Analisis Capaian Kinerja 

  Analisis terhadap capaian kinerja tahun 2018 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan 

Menengah Provinsi Jawa Timur dapat dijelaskan berdasarkan indikator – indikator 

kinerja sasaran strategisnya. Indikator – indikator tersebut yaitu (1) Pertumbuhan 

koperasi aktif, dihitung dari Jumlah koperasi aktif pada tahun yang dihitung dikurangi 
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dengan tahun sebelumnya dibagi dengan Jumlah koperasi aktif tahun sebelumnya; 

(2) Jumlah produk Koperasi UKM terstandarisasi, dihitung dari Jumlah produk yang 

telah mendapatkan standardisasi dari instansi-instansi terkait yang berhak melakukan 

penilaian dan mengeluarkan standardisasi; (3) Persentase pengajuan pembiayaan 

yang lulus verifikasi, merepresentasikan keberhasilan pembinaan dalam aspek 

pembiayaan sehingga Koperasi UKM berhasil untuk mengakses pembiayaan dari 

lembaga keuangan; (4) Kenaikan volume penjualan KUKM yang difasilitasi 

pemasarannya, indikator ini hanya menghitung keberhasilan dalam aspek pemasaran 

produk Koperasi UKM, dihitung dari selisih volume penjualan KUKM binaan tahun ini 

dengan tahun sebelumnya dibagi dengan volume penjualan pada tahun sebelumnya.  

 

(1) Pertumbuhan Koperasi Aktif 

Indikator yang pertama adalah Pertumbuhan Koperasi Aktif. Pada tahun 2018 

dari total 782 unit koperasi skala provinsi di Jawa Timur, jumlah koperasi aktifnya 

sebanyak 646 unit. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah koperasi aktif di Jawa Timur 

sebanyak 610 unit. Sehingga terdapat kenaikan 36 unit (5,9 persen) koperasi aktif 

pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017. Dari target Pertumbuhan 

Koperasi Aktif pada tahun 2018 yaitu 5 persen dan terealisasi 5,9 persen, maka 

capaian untuk indikator ini mencapai 118 persen. Parameter yang digunakan untuk 

menghitung koperasi aktif adalah koperasi tersebut menjalankan usahanya serta 

melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal satu kali dalam satu tahun. 

Berikut adalah tabel terkait jumlah koperasi skala provinsi di Jawa Timur pada 

tahun 2017 dan 2018 kondisi per triwulan keempat: 

Tabel 3.2 
 Jumlah Koperasi Aktif per Triwulan IV 

Uraian 2017 2018 

Jumlah Koperasi 678 unit 782 unit 

Jumlah Koperasi Aktif 610 unit 646 unit 

 

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh pada keberhasilan capaian 

indikator ini, di antaranya adalah terlaksananya kegiatan prioritas dalam rangka 

penguatan kelembagaan dan pengawasan Koperasi  dan UKM. Penguatan kualitas 
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kelembagaan koperasi melalui pengawasan koperasi, UMKM, dan BMT berbasis 

syariah bagi 100 KUKM. Lalu terdapat pula penguatan kualitas SDM koperasi UKM 

melalui Diklat koperasi dan UMKM bagi 2.265 KUKM. Selain itu di tahun 2018 juga 

dilakukan pendataan koperasi UKM melalui Online Data System (ODS) bagi koperasi 

aktif di Jawa Timur. 

Keberhasilan capaian pada indikator ini didukung dengan 2 (dua) program dan 

9 (sembilan) kegiatan sebagaimana berikut: 

 Program Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Koperasi dan 

UKM. Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi 

dan UKM. Upaya - upaya yang dilakukan diantaranya adalah penataan koperasi, 

pembinaan kelembagaan koperasi sehingga dapat sepenuhnya 

mengimplementasikan jati diri koperasi, memasyarakatkan koperasi sehingga 

masyarakat khususnya UKM tertarik untuk berkoperasi, serta memberikan 

apresiasi pada Koperasi dan UKM yang berkualitas, yang terdiri atas kegiatan 

sebagaimana berikut: 

   Penataan dan Penertiban Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan 

Kantor Kas Koperasi 

   Penataan Organisasi, Badan Hukum, dan Perijinan Tata Laksana Koperasi 

dan UKM 

   Sosialisasi Kebijakan Koperasi dan UKM 

   Penyuluhan dan Advokasi Kelembagaan Koperasi dan UKM 

   Penilaian Kualitas Kinerja Koperasi dan UKM 

   Pengawasan Koperasi dan UKM 

  Selain program tersebut, dalam upaya untuk mencapai target yang telah 

ditetapkan terdapat pula program berikut: 

 Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi. Program ini dimaksudkan 

untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi dan UKM 

sehingga pengelolaan koperasi dan UKM semakin berkualitas dan pada akhirnya 

dapat meningkatkan kualitas Koperasi dan UKM tersebut, yang terdiri atas 

kegiatan sebagaimana berikut: 

 Penguatan Sarana dan Prasarana UPT Diklat Koperasi dan UKM 
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 Penguatan Kualitas Diklat Koperasi dan UKM 

 Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

 Penyelenggaraan diklat Koperasi UKM 

 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Koperasi UKM 

 
 

(2) Jumlah Produk Koperasi dan UKM Terstandarisasi 

Indikator yang kedua adalah Jumlah Produk Koperasi dan UKM Terstandarisasi. 

Jumlah Produk Koperasi dan UKM berhasil terstandarisasi melalui fasilitasi pada 

tahun 2018 sebanyak 26 (dua puluh enam) produk UKM dari target 10 produk 

terstandarisasi. Sehingga capaian untuk indikator ini adalah 260 persen. Standarisasi 

yang berhasil dilakukan pada tahun 2018 adalah Standarisasi sertifikasi produk halal 

dan standarisasi ISO (International Organization for Standardization). Berikut adalah 

data terkait dengan fasilitasi bagi produk KUKM yang berhasil terstandarisasi pada 

tahun 2018: 

Tabel 3.3 
 Data Program Standarisasi Tahun 2018 

NAMA 
PROGRAM  

JUMLAH 
K-UKM  

JENIS PRODUK  KAB/ KOTA  

HALAL 20 Sambel botol, kripik buah, camilan 

kedawung, sambel pecel, kripik pisang, 

kopi bubuk, coklat Yusari, coklat Adpico, 

Puli Pul Jawa, Tahu Takwa, Krupuk 

bonggol pisang, kripik tempe (4 UKM), 

kripik singkong, egg roll, jenang ketan, 

roti goreng isi, Gel cincau hitam. 

Kab Madiun.  
Kota Madiun,  
Kab. Kediri,  
Kota Kediri,  
Kab. Ngawi, 
Kab. Nganjuk, 
Kab. Ponorogo, 
Kab. Magetan  

ISO 6 Kripik buah, olahan susu, batik, olahan 

bawang, makanan ringan, brownies 

kering  

Kab. Malang, 
Kab. Probolinggo, 
Kab. Kediri,  
Kota Surabaya  

TOTAL  26  Produk  KUKM Terstandarisasi 
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Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh pada keberhasilan capaian 

indikator ini. Salah satunya adalah motivasi KUKM untuk menstandarkan produknya. 

Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa kegiatan prioritas Dinas Koperasi dan 

UKM Provinsi Jawa Timur yang mendukung KUKM untuk dapat menstandarkan 

produknya di tahun 2018, antara lain inkubator bisnis bagi 850 KUKM, Magang bagi 

130 pelaku KUKM pada K-UKM ekspor yang produknya telah diakui berstandar 

internasional, serta pengembangan KUKM melalui BDC (Business Development 

Centre). Dengan harapan setelah produk – produk tersebut terstandar akan mampu 

bersaing dengan produk yang telah unggul di pasaran, sehingga pada akhirnya akan 

meningkatkan penjualan. Dengan meningkatnya penjualan maka KUKM tersebut 

harus menambah kapasitas produksinya, sehingga secara tidak langsung akan 

menambah jumlah tenaga kerja dan pada akhirnya akan turut serta membantu 

mengurangi angka pengangguran.  

Keberhasilan capaian ini didukung oleh kinerja Business Development Center 

(BDC). Klinik K-UMKM Jawa Timur yang saat ini bertransformasi menjadi Small 

Medium Enterprise and Cooperative Business Development Center (SMESCO BDC) 

Jawa Timur, merupakan sebuah lembaga yang menumbuhkembangkan 

kewirausahaan secara terpadu dan berkelanjutan dengan menyediakan layanan 

secara gratis, bersifat personal dan profesional untuk meningkatkan kuantitas dan 

kualitas Koperasi dan UKM Jawa Timur. Memulai 4 (empat) layanan pada Tahun 

2008, berkembang menjadi 10 (sepuluh) layanan pada Tahun 2010, pada Tahun 

2014 menjadi 4 (empat) layanan, dan saat ini menjadi 15 (lima belas) layanan.  

BDC SMESCO Jawa Timur telah telah menerima banyak penghargaan 

diantaranya 1st UNS SME’s Awards 2012 dari UNS Surakarta, Top 99 inovasi 

pelayanan publik 2015 dan 2016 dari Kementerian PAN RB. Dalam meningkatkan 

kemampuan Koperasi dan UKM Jawa Timur agar lebih produktif dan berdaya saing 

dalam menghadapi persaingan bebas, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur 

memiliki program prioritas lainnya selain penguatan peran SMESCO BDC Jatim yaitu 

kegiatan inkubator bisnis (training of trainer) dan magang UKM ekspor. 
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Keberhasilan capaian pada indikator ini didukung dengan program dan  

kegiatan sebagaimana berikut: 

 Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha. Program ini 

bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produk yang dihasilkan 

oleh Koperasi dan UKM. Peningkatan kapasitas produksi di antaranya dilakukan 

melalui peningkatan kualitas manajemen serta melakukan upaya pembenahan 

kembali struktur usaha Koperasi dan UKM yang mengalami kemacetan. 

Program ini terdiri atas kegiatan sebagaimana berikut: 

 Penguatan manajemen produk dan jaringan usaha Koperasi UKM 

 Standardisasi Produk Koperasi dan UKM 

 Penguatan dan Perlindungan usaha K-UKM 

 Restrukturisasi usaha K-UKM 

 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Masyarakat melalui 

Pelatihan Kewirausahaan di Business Development Centre 

 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat melalui 

Pelatihan Manajemen Kewirausahaan bagi Koperasi UKM 

 

(3) Persentase Pengajuan Pembiayaan yang Lulus Verifikasi 

Indikator selanjutnya adalah Persentase pengajuan pembiayaan yang lulus 

verifikasi. Bagi KUKM yang pengajuan pembiayaannya telah berhasil lulus verifikasi 

membuktikan bahwa KUKM tersebut telah mampu membuat laporan keuangan yang 

baik serta mampu menjalankan usahanya secara sehat, sehingga perbankan 

memverifikasi pengajuan pembiayaan KUKM tersebut. Pada tahun 2018 dari 337 

KUKM binaan yang mengajukan akses pembiayaan, sebanyak 245 KUKM (72,7 

persen) di antaranya lulus verifikasi perbankan. Sehingga dari target yang 

dicanangkan di awal tahun 2018 sebesar 55 persen pengajuan pembiayaan yang 

lulus verifikasi, telah berhasil terealisasi 72,7 persen atau tercapai 132 persen dari 

target 2018 yang ditentukan dalam Renstra. Berikut adalah rekapitulasi dari 

keberhasilan capaian tersebut: 
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Tabel 3.4 
 Data Pengajuan Pembiayaan Tahun 2018 

No 
Program 

Pembiayaan 
Bank 

Penyalur 
Jumlah 

Permohonan 

Verifikasi 
Persyaratan 

Lulus 
Tidak 
Lulus 

1 Dana Bergulir APBD 

Provinsi Jawa Timur 
Bank Jatim 15 13 2 

2 Dana Bergulir APBD 

Provinsi Jawa Timur 
Bank UMKM 17 13 4 

3 KUR  

(melalui Pendampingan) 
BRI 193 143 50 

4 KUR  

(melalui Pendampingan) 
BRI Syariah 41 24 17 

5 KUR  

(melalui Pendampingan) 
BNI 24 12 12 

6 KUR  

(melalui Pendampingan) 
Bank Mandiri 47 40 7 

TOTAL 337 245 92 

 

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi 

Jawa Timur untuk mencapai keberhasilan pada indikator ini, di antaranya melalui 

literasi Percepatan Akses Permodalan Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

baik kepada Koperasi Wanita, pelaku UKM, dan pengelola Koperasi baik sektor riil 

maupun sektor keuangan; Perkuatan Akses Permodalan Pola Linkage Program 

Koperasi dengan Perbankan; serta melalui Bimbingan Teknis Pembiayaan Modal 

Penyertaan Koperasi. Kredit Dana Bergulir melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah Provinsi Jawa Timur adalah kredit pola channeling yang sumber dananya 

dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk kegiatan perkuatan 

modal usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang berada di 

wilayah Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Dalam 

Penyaluran Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Bank 

Jatim yang diperuntukkan bagi Koperasi sedangkan Bank UMKM diperuntukkan bagi 

UKM 



 

Laporan Kinerja Tahun 2018 
 

24 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR 

Keberhasilan capaian pada indikator ini didukung dengan program dan  

kegiatan sebagaimana berikut: 

 Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi UKM. Program ini 

dimaksudkan untuk memperluas dan meningkatkan akses Koperasi dan UKM 

terhadap sumber – sumber pembiayaan, baik melalui lembaga perbankan 

maupun non perbankan. Dengan semakin meningkatnya akses pembiayaan 

Koperasi dan UKM, diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha Koperasi 

dan UKM dan mampu menstimulasi perkembangan usahanya. Program ini 

terdiri atas kegiatan sebagaimana berikut: 

 Penguatan akses permodalan K-UKM 

 Penguatan usaha syariah melalui KSP dan Pembiayaan Syariah 

 Penguatan kualitas layanan usaha simpan pinjam Koperasi 

 Penguatan Akses Pembiayaan dan Jasa Keuangan KUKM 

 

(4) Kenaikan Volume Penjualan KUKM yang Difasilitasi 

Pemasarannya 

Indikator yang terakhir adalah Kenaikan Volume Penjualan KUKM yang 

Difasilitasi Pemasarannya. Volume penjualan produk KUKM binaan spada tahun 2017 

mencapai Rp79.196.694.700,00 lalu pada tahun 2018, volume penjualan KUKM 

binaan tersebut meningkat menjadi   Rp92.770.277.717,00 sehingga terdapat selisih 

kenaikan antara tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp13.573.583.017,00 atau 17 persen. 

Sehingga dari target sebesar 5 persen kenaikan volume penjualan KUKM yang 

difasilitasi pemasarannya, telah berhasil terealisasi kenaikan sebesar 17,14 persen 

atau tercapai 343 persen dari target yang ditentukan dalam Renstra. 

Keberhasilan capaian ini didukung oleh Galeri Batik dan Galeri Cinderamata 

Jawa Timur. Fasilitasi yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa 

Timur untuk mengatasi permasalahan Koperasi dan UKM di bidang pemasaran 

adalah didirikannya Galeri Batik dan Galeri Cinderamata Jawa Timur yang bertujuan 

untuk mengenalkan produk unggulan UMKM Kabupaten/Kota dan juga memangkas 

jalur distribusi pemasaran produk yang panjang. Dengan adanya dua galeri tersebut, 
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diharapkan konsumen bisa melakukan transaksi penawaran secara langsung dengan 

harga termurah dari K-UMKM. Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak membebankan 

biaya apapun pada K-UMKM sehingga harga yang dijual juga lebih murah dari harga 

yag ditawarkan oleh toko ataupun tempat penjualan lainnya. Di Galeri tersebut 

mewakili produk unggulan dari 38 kabupaten / kota di Jawa Timur.  

Selain itu, pemasaran juga dilakukan melalui Cooperative Trading House (CTH) 

yang merupakan sarana promosi produk bagi Koperasi dan UMKM yang disediakan 

oleh Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jawa Timur khususnya yang berbasis agro 

industri. Perluasan akses pasar melalui CTH tersebut dilakukan melalui konsep 

kerjasama Business-to-Business sehingga diharapkan pemasaran dapat dilakukan 

secara berkelanjutan dengan pendalaman akses pasar produk Koperasi UKM Jawa 

Timur. Fasilitasi pemasaran ini tidak hanya melalui galeri batik dan cinderamata serta 

Cooperative Trading House (CTH), namun juga fasilitasi mengikuti pameran, baik 

skala nasional maupun internasional. 

Berikut adalah rekapitulasi dari volume penjualan KUKM binaan selama tahun 

2017 dan 2018: 

Tabel 3.5 

 Data Volume Penjualan KUKM yang Difasilitasi Pemasarannya 

No Kegiatan 
Jumlah 

KUKM 

Volume Penjualan 

KUKM selama 

2017 

Volume Penjualan 

KUKM Selama 

2018 

1 Penguatan informasi 

pasar bagi K-UKM 

76 12.603.040.000 18.585.628.000 

2 Promosi Produk K-UKM 

melalui Pameran Dalam 

dan Luar Negeri 

148 66.593.654.700 74.184.649.717 

TOTAL 224 79.196.694.700 92.770.277.717 

 

 Keberhasilan capaian pada indikator ini didukung dengan program dan  

kegiatan sebagaimana berikut: 
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 Program Pemasaran Produk Koperasi UKM. Program ini bertujuan untuk 

memfasilitasi Koperasi dan UKM dalam memasarkan produknya. Fasilitasi 

pemasaran ini tidak hanya melalui galeri batik dan cinderamata serta 

Cooperative Trading House, namun juga fasilitasi mengikuti pameran – 

pameran, baik skala nasional maupun internasional. Selain itu juga dilakukan 

upaya perluasan pasar produk Koperasi dan UKM melalui temu bisnis dengan 

Provinsi – Provinsi lain. Program ini terdiri atas kegiatan sebagaimana berikut: 

 Kemitraan Usaha bagi Koperasi dan UKM 

 Promosi Produk K-UKM Melalui Pameran Dalam dan Luar Negeri 

 Penguatan Sarana Promosi Produk KUKM 

 Fasilitasi Promosi bagi KUKM melalui Cooperative Trading House 

 

3.3    Analisis Realisasi Anggaran 

Secara umum realisasi keuangan program pembangunan yang dilaksanakan 

Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 dari total anggaran 

belanja langsung sebesar Rp69.688.601.918,00 telah berhasil terealisasi sebesar 

Rp67.964.689.647,00 atau 97,53 persen dengan perincian sebagai berikut: 

Tabel 3.6  

Realisasi Keuangan Belanja Langsung Per Program / Kegiatan 
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur 

 

NO. PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI % 

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.360.415.220,00 1.356.957.405,00 99,75 

1 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 1.360.415.220,00 1.356.957.405,00 99,75 

II 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Aparatur 
3.586.303.000,00 3.450.417.169,00 96,21 

1 
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan 

Prasarana 
737.592.000,00 686.187.074,00 93,03 

2 
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan 

Prasarana 
2.848.711.000,00 2.764.230.095,00 97,03 

III 
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 

Perangkat Daerah 
2.305.134.000,00 2.191.082.331,00 95,05 

1 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah 1.659.812.656,00 1.609.147.825,00 96,95 

2 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah 645.321.344,00 581.934.506,00 90,18 
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NO. PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI % 

IV 
Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan 
3.481.277.780,00 3.383.014.207,00 97,18 

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 1.089.916.600,00 1.065.361.176,00 97,75 

2 
Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana 

Program dan Anggaran 
1.242.765.488,00 1.188.765.164,00 95,65 

3 
Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan 

Pelaksanaan Sistem Informasi Data 
735.080.912,00 723.697.788,00 98,45 

4 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan 413.514.780,00 405.190.079,00 97,99 

V 
Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi 

UKM 
9.040.419.800,00 8.949.296.831,00 98,99 

1 Penguatan akses permodalan K-UKM 3.078.049.400,00 3.056.434.963,00 99,3 

2 
Penguatan usaha syariah melalui KSP dan 

Pembiayaan Syariah 
2.200.723.000,00 2.168.668.103,00 98,54 

3 
Penguatan kualitas layanan usaha simpan pinjam 

Koperasi 
1.400.383.000,00 1.387.350.455,00 99,07 

4 
Penguatan Akses Pembiayaan dan Jasa Keuangan 

KUKM 
2.361.264.400,00 2.336.843.310,00 98,97 

VI 
Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi 

Usaha 
14.013.763.600,00 13.642.643.863,00 97,35 

1 
Penguatan manajemen produk dan jaringan usaha 

Koperasi  UKM 
2.316.382.100,00 2.227.528.035,00 96,16 

2 Standardisasi Produk Koperasi dan UKM 2.775.170.500,00 2.676.572.774,00 96,45 

3 Penguatan dan Perlindungan usaha K-UKM 1.000.000.000,00 980.494.560,00 98,05 

4 Restrukturisasi usaha K-UKM 1.800.000.000,00 1.753.494.054,00 97,42 

5 

Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi 

Masyarakat melalui Pelatihan Kewirausahaan di 

Business Development Centre 

2.407.211.000,00 2.337.010.112,00 97,08 

6 

Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi 

masyarakat melalui Pelatihan Manajemen 

Kewirausahaan bagi Koperasi UKM 

3.715.000.000,00 3.667.544.328,00 98,72 

VII Program Pemasaran Produk Koperasi UKM 12.872.681.518,00 12.654.421.010,00 98,3 

1 Kemitraan Usaha bagi Koperasi dan UKM 1.200.000.000,00 1.166.608.808,00 97,22 

2 
Promosi Produk K-UKM Melalui Pameran Dalam dan 

Luar Negeri 
6.087.010.000,00 6.067.218.000,00 99,67 

3 Penguatan Sarana Promosi Produk KUKM 2.857.000.000,00 2.763.826.974,00 96,74 

4 
Fasilitasi Promosi bagi KUKM melalui Cooperative 

Trading House 
2.728.671.518,00 2.656.767.228,00 97,36 

VIII 
Program Pembinaan dan Pengawasan 

Kelembagaan Koperasi dan UKM 
11.233.620.000,00 10.774.775.801,00 95,92 

1 
Penataan dan Penertiban Kantor Cabang, Kantor 

Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi 
1.140.200.000,00 1.115.117.910,00 97,8 
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NO. PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI % 

2 
Penataan Organisasi, Badan Hukum, dan Perijinan 

Tata Laksana Koperasi dan UKM 
1.886.301.000,00 1.827.604.730,00 96,89 

3 Sosialisasi Kebijakan Koperasi dan UKM 756.756.000,00 705.556.167,00 93,23 

4 
Penyuluhan dan Advokasi Kelembagaan Koperasi dan 

UKM 
2.469.623.500,00 2.419.251.609,00 97,96 

5 Penilaian Kualitas Kinerja Koperasi dan UKM 2.829.389.500,00 2.790.310.904,00 98,62 

6 Pengawasan Koperasi dan UKM 2.151.350.000,00 1.916.934.481,00 89,1 

IX Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi 11.794.987.000,00 11.562.081.030,00 98,03 

1 
Penguatan Sarana dan Prasarana UPT Diklat Koperasi 

dan UKM 
2.691.492.000,00 2.635.189.917,00 97,91 

2 Penguatan Kualitas Diklat Koperasi dan UKM 1.065.095.000,00 1.042.886.446,00 97,91 

3 
Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah 
2.500.000.000,00 2.441.418.004,00 97,66 

4 Penyelenggaraan diklat Koperasi UKM 538.400.000,00 529.400.676,00 98,33 

5 
Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi 

Koperasi UKM 
5.000.000.000,00 4.913.185.987,00 98,26 

 TOTAL 69.688.601.918,00 67.964.689.647,00 97,53 

 
Berikut adalah perbandingan capaian kinerja pada 2018 dibandingkan dengan 

target pada akhir tahun Renstra 2014 – 2019. Tingkat kemajuan menunjukkan 

persentase capaian pada 2018 dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra: 

Tabel 3.7  

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja s.d akhir periode RPJMD 
 

Sasaran Indikator Kinerja 
Target akhir 

Renstra 

Realisasi 

2018 

Tingkat 

Kemajuan 

(%) 

Meningkatnya 
Kualitas Koperasi 
dan UKM 

Pertumbuhan 
Koperasi Aktif 

6 persen 5,9 persen 98% 

Jumlah Produk 
Koperasi dan UKM 
terstandarisasi 

15 produk 26 produk 173% 

Persentase 
pengajuan 
pembiayaan yang 
lulus verifikasi 

60 persen 72,7 persen 121% 

Kenaikan volume 
penjualan KUKM 
yang difasilitasi 
pemasarannya 

5 persen 17,14 persen 343% 
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Berikut adalah alokasi anggaran per indikator kinerja beserta realisasi anggarannya: 

 
Tabel 3.8 

Alokasi per sasaran pembangunan 
 

Sasaran Indikator Kinerja Anggaran 2018 
Realisasi 

Anggaran 

Persentase 

Realisasi 

Meningkatnya 
Kualitas 
Koperasi dan 
UKM 

Pertumbuhan 
Koperasi Aktif 

23.028.607.000 22.336.856.831 97,00% 

Jumlah Produk 
Koperasi dan UKM 
terstandarisasi 

14.013.763.600 13.642.643.863 97,35% 

Persentase pengajuan 
pembiayaan yang 
lulus verifikasi 

9.040.419.800 8.949.296.831 98,99% 

Kenaikan volume 
penjualan KUKM yang 
difasilitasi 
pemasarannya 

12.872.681.518 12.654.421.010 98,30% 

 

Berikut adalah tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Secara umum Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur telah dapat mencapai 

sasaran pembangunan secara efektif dan efisien sebagaimana ditunjukkan pada 

tabel berikut: 

Tabel 3.9  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

 

Sasaran Indikator Kinerja 
% Capaian 

Kinerja 

% Penyerapan 

Anggaran 

Tingkat 

Efisiensi 

Meningkatnya 
Kualitas 
Koperasi dan 
UKM 

Pertumbuhan Koperasi 
Aktif 118% 97,00% 21,00% 

Jumlah Produk Koperasi 
dan UKM terstandarisasi 260% 97,35% 162,65% 

Persentase pengajuan 
pembiayaan yang lulus 
verifikasi 

132% 98,99% 33,19% 

Kenaikan volume 
penjualan KUKM yang 
difasilitasi pemasarannya 

343% 98,30% 244,50% 

 

Tingkat efisiensi dihitung dari selisih antara persentase capaian kinerja dengan 

persentase penyerapan anggaran. 
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BAB IV 
PENUTUP 

 

   Laporan  Kinerja ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada 

stakehoders terkait atas capaian kinerja pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah (KUKM) yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2018 dan sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran 

OPD dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2014 – 2019.  Laporan Kinerja ini 

merupakan Laporan Kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2014 - 2019. Laporan Kinerja ini 

diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh 

stakeholders Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur. Laporan ini juga menjadi bahan 

evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa 

Timur untuk tahun-tahun mendatang. 

  Indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis pada akhir tahun 2018 adalah: 

Pertumbuhan Koperasi Aktif; Jumlah Produk Koperasi dan UKM terstandarisasi; Persentase 

pengajuan pembiayaan yang lulus verifikasi; dan Kenaikan volume penjualan KUKM yang 

difasilitasi pemasarannya. Dari 4 (empat) indikator kinerja dan target yang telah 

ditetapkan tersebut, seluruh target telah mampu dipenuhi. 

Persentase capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut 

Pertumbuhan Koperasi Aktif tercapai 118 persen; Jumlah Produk Koperasi dan UKM 

terstandarisasi tercapai 260 persen; Persentase pengajuan pembiayaan yang lulus 

verifikasi tercapai 132 persen; dan Kenaikan volume penjualan KUKM yang difasilitasi 

pemasarannya tercapai 343 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan 

UKM Provinsi Jawa Timur menunjukkan komitmennya dalam pengembangan Koperasi 

serta meningkatkan pemberdayaan UKM. 

  Dari sisi akuntabilitas keuangan, Belanja Langsung APBD Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM telah terealisasi sebesar 97,53 persen 

pada tahun 2018. 
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4.1 Hal – Hal yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja 

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Capaian Kinerja mengalami 

keberhasilan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain 

melalui kegiatan Peningkatan kompetensi pengelola koperasi dan kualitas 

Kelembagaan; Penguatan usaha koperasi sektor riil; Peningkatan akses permodalan 

melalui pemupukan modal sendiri,  dana perbankan dan nonperbankan; serta 

Perluasan akses produk dan akses pemasaran yang diperuntukkan bagi koperasi 

aktif. Sedangkan bagi koperasi tidak aktif namun masih dalam proses aktif kembali 

dibina melalui kegiatan Restrukturisasi kelembagaan dan usaha serta Pengawasan 

koperasi melalui bedah koperasi.  

Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 berkomitmen dalam 

mengembangkan koperasi dan UKM di berbagai sektor usaha melalui Jatimnomics 

yang diterjemahkan menjadi tiga strategi utama, yaitu aspek produksi, aspek 

pembiayaan, dan aspek pasar. Dari aspek produksi, strategi yang ditempuh adalah 

pengembangan Business Development Centre (BDC), Penguatan manajemen produk 

melalui penguatan bahan baku lokal dan kualitas kemasan produk dan standarisasi 

produk. Dari aspek pembiayaan, strategi yang ditempuh adalah dengan skema 

pembiayaan linkage program model “loan agreement” dan Kemitraan dengan 

nonperbankan (BUMN, BUMD, swasta,  Koperasi). Kemudian dari aspek pasar, 

strategi yang ditempuh antara lain melalui fasilitasi pemasaran melalui Cooperative 

Trading House (CTH) yang bertujuan meningkatkan akses pasar baik dalam negeri 

maupun pasar ekspor dan meningkatkan jaringan usaha produk koperasi dan UMKM 

anggotanya yang berbasis agro industri serta penguatan akses pasar melalui Gedung 

Galeri Batik dan Cinderamata; Paviliun Jawa Timur di Gedung SME Tower; kegiatan 

misi dagang; pameran dalam dan luar negeri; kemitraan (business to business); serta 

optimalisasi peran Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Akrindo) dan Kantor Perwakilan 

Dagang (KPD) di 26 (dua puluh enam) provinsi, serta pada tahun 2018 Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur telah menjalin kerjasama dengan Bukalapak, Shopee, dan 

Blibli.com dalam mengembangkan e-commerce bagi pemasaran produk KUKM Jawa 

Timur. 
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4.2  Rencana Tindak Lanjut 

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, 

Pemerintah Provinsi akan melakukan Rencana Tindak Lanjut Bidang Koperasi dan 

UKM melalui Program Prioritas Pemberdayaan Koperasi dan UKM Jawa Timur. Tujuan 

dari adanya program prioritas ini adalah dalam rangka Peningkatan Kualitas dan 

Penguatan KUMKM Berbasis Syariah dan Digitalisasi. Program tersebut terbagi 

menjadi 5 (lima) aspek, yaitu Kelembagaan, SDM, Produksi, Permodalan, dan Pasar 

yang dijabarkan sebagaimana berikut: 

1) Aspek Kelembagaan, akan dilaksanakan pengawasan koperasi yang dilakukan 

melalui e-Penkes (Penilaian Kesehatan secara Elektronik), lalu kemudian bagi 

koperasi yang tidak menjalankan usahanya sesuai dengan aturan perundang – 

undangan akan dilakukan Bedah Koperasi. Selain itu, untuk aspek Kelembagaan 

akan diadakan kegiatan peningkatan kapasitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

guna mengoptimalkan kinerja koperasi yang berpola syariah. 

2) Aspek SDM, akan dilaksanakan peningkatan kualitas SDM pengelola KUMKM 

yang salah satunya dilakukan melalui inovasi e-Learning (pembelajaran secara 

elektronik) dengan tujuan agar pelatihan KUMKM semakin mudah diakses dari 

manapun. 

3) Aspek Produksi, akan dilakukan pengembangan Business Development Centre 

(BDC), Penguatan manajemen produk, dan standarisasi produk (Halal, ISO, dan 

SNI) 

4) Aspek Permodalan, akan dilakukan pengembangan bagi koperasi syariah, 

koperasi wanita, dan fungsional melalui Linkage Program dengan perbankan, 

jaringan antar koperasi syariah, serta melalui pengelolaan dana wakaf. 

5) Aspek Pemasaran, akan dilakukan Peningkatan Akses Pemasaran baik offline 

maupun online melalui CTH, lalu kegiatan Business to Business dengan pelaku 

usaha di luar Jawa Timur, optimalisasi e-commerce serta kemitraan dengan 

marketplace yang sudah ada seperti Shopee, Bukalapak, dan Blibli.com. 

 
Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah 
Provinsi Jawa Timur 
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LAMPIRAN 1 
MATRIKS  
RENSTRA (PERUBAHAN) 
TAHUN 2014 - 2019 
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR 
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Tujuan : Meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan Koperasi dan UKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 
Indikator Kinerja Tujuan :          

Uraian 2019 Satuan        

1 Pertumbuhan Omset Koperasi dan 
UKM 

9,7 %        

 

Sasaran 

Formulasi Satuan 

Target Nomenklatur Baru (2018 - 2019) 

Uraian Indikator Kinerja 2017 2018 2019 program kegiatan Bidang pelaksana 

1 Meningkatnya 
Kualitas Koperasi 
dan UKM 

1 Pertumbuhan 
Koperasi Aktif 

{∑  koperasi aktif tahun n 
- ∑  koperasi aktif tahun 
(n-1)} /  ∑  koperasi aktif 

tahun (n-1) x 100% 

% 4 5 6 Program Pembinaan dan 
Pengawasan Kelembagaan 

Koperasi dan UKM 

Penataan dan Penertiban Kantor 
Cabang, Kantor Cabang 
Pembantu, dan Kantor Kas 
Koperasi 

KLB - WAS 

Penataan Organisasi, Badan 
Hukum, Tata Laksana Koperasi 
dan UKM 

Sosialisasi Kebijakan Koperasi 
dan UKM  

Penyuluhan dan Advokasi 
Kelembagaan Koperasi dan UKM  

Penilaian Kualitas Kinerja 
Koperasi dan UKM 

Pengawasan Koperasi dan UKM 
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Sasaran 

Formulasi Satuan 

Target Nomenklatur Baru (2018 - 2019) 

Uraian Indikator Kinerja 2017 2018 2019 program kegiatan Bidang pelaksana 

Program Peningkatan 
Kapasitas SDM Koperasi 

Pengembangan Sarana dan 
Prasarana UPT Diklat Koperasi 
dan UKM 

UPT DIKLATKUKM 

Penguatan Kualitas Diklat 
Koperasi dan UKM 

Penyelenggaraan diklat Koperasi 
UKM  

Peningkatan Kapasitas Koperasi, 
Usaha Kecil dan Menengah 

Pembinaan dan pelatihan 
keterampilan kerja bagi Koperasi 
UKM 

      

2 Jumlah Produk 
Koperasi dan 
UKM 
terstandarisasi 

∑ Produk Koperasi dan 
UKM yang terstandarisasi  

produk 5 10 15 Program Penguatan 
Produksi dan 

Restrukturisasi Usaha 

Penguatan manajemen produk 
Koperasi dan UKM 

PRU 

Standardisasi Produk Koperasi 
dan UKM 

Pembinaan dan Pelatihan 
Keterampilan Kerja bagi 
Masyarakat melalui Pelatihan 
Kewirausahaan di Business 
Development Centre 

Pembinaan dan pelatihan 
keterampilan kerja bagi 
masyarakat melalui Pelatihan 
Manajemen Kewirausahaan bagi 
Koperasi UKM 

Penguatan dan Perlindungan 
usaha K-UKM 

Restrukturisasi usaha K-UKM 
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Sasaran 

Formulasi Satuan 

Target Nomenklatur Baru (2018 - 2019) 

Uraian Indikator Kinerja 2017 2018 2019 program kegiatan Bidang pelaksana 

3 Persentase 
pengajuan 
pembiayaan 
yang lulus 
verifikasi 

(∑ pengajuan 
pembiayaan yang lulus 

verifikasi lembaga 
keuangan / ∑ pengajuan 

pembiayaan) x 100% 

% 50 55 60 Program Peningkatan 
Akses Pembiayaan 

Koperasi UKM 

Penguatan akses permodalan K-
UKM bersumber dana perbankan 

PEMBIAYAAN 

Penguatan usaha syariah melalui 
KSP dan Pembiayaan Syariah 

Penguatan kualitas layanan usaha 
simpan pinjam Koperasi 

Penguatan Akses Pembiayaan 
dan Jasa Keuangan KUKM 

      

4 Kenaikan volume 
penjualan KUKM 
yang difasilitasi 
pemasarannya 

(∑ volume penjualan 
KUKM binaan tahun n - ∑ 
volume penjualan KUKM 

binaan tahun (n-1) / ∑ 
volume penjualan KUKM 

binaan tahun (n-1)) x 
100%            

% 5 5 5 Program Pemasaran 
Produk Koperasi UKM 

Kemitraan Usaha bagi Koperasi 
dan UKM 

PEMASARAN 

Penguatan informasi pasar bagi  
K-UKM 

Promosi Produk K-UKM Melalui 
Pameran Dalam dan Luar Negeri 

Penyediaan Sarana Promosi 
Produk KUKM 
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LAMPIRAN 2 
INDIKATOR KINERJA 
UTAMA (IKU) 
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR 
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INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  

Instansi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur 

Tujuan : Meningkatnya kontribusi sektor - sektor unggulan Koperasi dan UKM dalam mendukung pertumbuhan 

ekonomi  

Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah (Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2016 pasal 4 ayat 1) 

Fungsi : Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2016 pasal 4 ayat (2) Dinas Koperasi dan UKM 

Provinsi Jawa Timur menjalankan Fungsi:  

a. perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;  

b. pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;  

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;  

d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan  

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.  
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SASARAN / 

OUTCOME / 

KINERJA 

UTAMA 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

PENJELASAN / ALASAN / 

FORMULASI PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

PENANGGUNG 

JAWAB 

Meningkatnya 

Kualitas Koperasi 

dan UKM  

Pertumbuhan Koperasi Aktif {∑  koperasi aktif tahun n –  

∑  koperasi aktif tahun (n-1)}  

   

∑  koperasi aktif tahun (n-1) x 100% 

 

*) Koperasi Skala Provinsi 

Laporan data keragaan 

koperasi Provinsi Jawa 

Timur 

Bidang Kelembagaan 

dan Pengawasan 

Jumlah Produk Koperasi dan 

UKM terstandarisasi 

∑ Produk Koperasi dan UKM yang 

terstandarisasi 

Laporan Hasil Pendaftaran 
Standarisasi 

Bidang Produksi dan 

Restrukturisasi Usaha 

Persentase pengajuan 

pembiayaan yang lulus 

verifikasi 

(∑ pengajuan pembiayaan yang lulus 

verifikasi lembaga keuangan  

 

∑ pengajuan pembiayaan) x 100% 

Laporan Data Pengajuan 
Pembiayaan Perbankan 

Bidang Pembiayaan 

Kenaikan volume penjualan 

KUKM yang difasilitasi 

pemasarannya 

(∑ volume penjualan KUKM binaan 

tahun n - ∑ volume penjualan KUKM 

binaan tahun (n-1)  

 

∑ volume penjualan KUKM 

binaan tahun (n-1) x 100%     

Laporan Hasil Pemasaran 
Produk KUKM 

Bidang Pemasaran 
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LAMPIRAN 3 
PENGUKURAN 
KINERJA  
TAHUN 2018 
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR 
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PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018 

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

 

TARGET 

 

 

REALISASI 

 

CAPAIAN 

(%) 

Meningkatnya Kualitas 

Koperasi dan UKM 
Pertumbuhan 

Koperasi Aktif 

5 persen 5,9 persen 118% 

Jumlah Produk 

Koperasi dan UKM 

terstandarisasi 

10 produk 26 produk 260% 

Persentase pengajuan 

pembiayaan yang lulus 

verifikasi 

55 persen 72,7 persen 132% 

Kenaikan volume 

penjualan KUKM yang 

difasilitasi 

pemasarannya 

5 persen 17,14 persen 343% 

 

 

KEPALA DINAS KOPERASI, 
USAHA KECIL DAN  MENENGAH  

PROVINSI JAWA TIMUR 
 
 
 

Dr. MAS PURNOMO HADI, MM. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19610818 198403 1 005 
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LAMPIRAN 4 
PENGHARGAAN 
TAHUN 2018 
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR 
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Penghargaan yang diperoleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bidang Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah Tahun 2018: 

 Penghargaan Provinsi Penggerak Koperasi Terbaik yang diserahkan oleh Kementerian 

Koperasi dan UKM RI.  

 Penumbuhan Kewirausahaan Terbaik tingkat Provinsi yang diserahkan oleh 

Kementerian Koperasi dan UKM RI. 

 Penghargaan Tokoh Utama Penggerak Koperasi kepada Bapak Gubernur Jawa Timur 

yang diserahkan oleh Dewan koperasi Indonesia. 

 Pemerintah Daerah yang Memiliki Dukungan Tinggi Terhadap Pemberdayaan Koperasi 

UKM yang diserahkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI. 

 Pengelola Dana Dekonsentrasi Terbaik yang diserahkan oleh Kementerian Koperasi 

dan UKM RI. 

 Prestasi dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  dengan predikat nilai 

Kategori “A” (Memuaskan). 
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LAMPIRAN 5 
FOTO – FOTO 
KEGIATAN 
PENDUKUNG 
CAPAIAN IKU 
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DOKUMENTASI KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN 

KINERJA TAHUN 2018 

 

 

 

 

Workshop dan Pelatihan bagi SDM 

pengelola Koperasi dan UKM  

Kegiatan di Business Development Center (BDC) sebagai wahana penumbuhkembangan 

kewirausahaan secara terpadu dan berkelanjutan  
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 Kegiatan di Business to 

Business yang difasilitasi oleh 

Cooperative Trading House 

(CTH)  


